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Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan
fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian
secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data
sekunder yang berkaitan dengan pengaturan pengadaan tanah di Indonesia.

M ekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang bergantung pada jenis kepentingan umum yang
dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Serta proses yang harus dijalani pemerintah
untuk mengembalikan kenikmatan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebelum adanya pengadaan
tanah untuk kepentingan umum. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih harus dilakukan kajian lebih lanjut akan kesiapan
permukiman kembali yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.

<hr><i>This study discusses the mechanism of land acquisition for development for the public purpose as
well as the compensation offered by the government and government efforts to restore social functionsin
the implementation of resettlement. For study purpose, the author has conducted a study with the normative
juridical type of explanatory type. Data have been collected through using secondary data relating to the
regulation of land acquisition for public purpose in Indonesia.

The mechanism in implementing land acquisition depends on the type of public interest defined in
regulations. Aswell as the processes which must be taken by the government to restore the benefit received
by holders of the land prior to the acquisition of land for the public purpose. The conclusions which may be
taken is that the mechanism of land acquisition for the public purpose need to be further reviewed in relation
to the readiness of the resettlement program which has been given to the title holder of the acquired
land.</i>
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